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BUPATI BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR  4  TAHUN  2015 

 
TENTANG 

 
 

PERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi umumAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar 
kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa 
lebih tahun anggaran sebelumnya haus digunakan untuk 

pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015; 

 
b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung No : 188.44/656/DPPKAD/2015 tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka 
Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tanggal 10 Juli 2015 Bupati 
Bangka Tengah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten 

Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 
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c. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 
dengan DPRD Bangka Tengah pada tanggal Dua Puluh Sembilan 

Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas serta Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah 

Kabupaten Bangka Tengah dengan DPRD Bangka Tengah pada 
tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun 2015: 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015 

 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4268); 

 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  66, Tambahan  
Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4400); 
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD  (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4575); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
 
 
 
 



 4 

 

17. Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman  
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4585);  
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5219); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70), sebagaimana teleh diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 
2008 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2013 Nomor 177); 

 

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 214); 
 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

dan 

BUPATI BANGKA TENGAH 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA 
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015. 
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Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula sebesar 

Rp.778.870.304.700,00 bertambah sejumlah Rp.135.846.461.725,00 sehingga 

menjadi Rp.914.716.766.425,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan 
a. Semula  Rp. 702.802.430.000,00 

b. Bertambah  Rp. 111.697.538.225,00 
Jumlah pendapatan setelah perubahan  Rp.  814.499.968.225,00 

      

2. Belanja       
a. Semula Rp. 778.870.304.700,00 

b. Bertambah Rp. 135.846.461.725,00 
Jumlah belanja setelah perubahan   Rp.  914.716.766.425,00 

 Jumlah defisit setelah perubahan   Rp. (100.216.798.200,00) 

            
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp.   79.067.874.700,00 
2) Bertambah Rp.   27.148.923.500,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah   
perubahan   Rp.  106.216.798.200,00 
   

b. Pengeluaran 
1)  Semula Rp.     3.000.000.000,00 

2)  Bertambah Rp.     3.000.000.000,00 
 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp.      6.000.000.000,00  
perubahan   

  
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.  100.216.798.200,00  

 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp.                          0,00 
berkenaan setelah perubahan     

 
 
 

Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a.  Pendapatan asli Daerah  

1)  Semula Rp.  63.557.000.000,00 

2)  Bertambah Rp.    6.653.681.800,00 
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah Rp.     70.210.681.800,00  
perubahan 

 
b. Dana perimbangan 

1) Semula Rp. 532.514.150.000,00 
2) Bertambah Rp.   68.781.062.925,00 
Jumlah dana perimbangansetelah    

perubahan  Rp.   601.295.212.925,00 
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c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah  

1)  Semula Rp. 106.731.280.000,00 

2)  Bertambah Rp.   36.262.793.500,00 
Jumlah lain-lain pendapatan Daerahyang sah Rp.   142.994.073.500,00 
setelah perubahan  

 
(2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari: 
a. Pajak Daerah  

1)  Semula Rp.  27.775.000.000,00 

2)  Bertambah Rp.    4.510.200.000,00 
Jumlah Pajak Daerah setelahperubahan Rp.     32.285.200.000,00 

b. Retribusi Daerah  
1)  Semula Rp.    8.473.500.000,00 
2)  Berkurang Rp.    1.782.000.000,00 

Jumlah retribusi Daerah setelahperubahan Rp.        6.691.500.000,00 
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan  

1)  Semula Rp.    6.200.000.000,00 

2)  Bertambah Rp.                         0,00 
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah Rp.        6.200.000.000,00 

setelahperubahan  
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah  

1)  Semula Rp.  21.108.500.000,00 

2)  Bertambah Rp.    3.925.481.800,00 
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah   

yang sah setelahperubahan  Rp.     25.033.981.800,00 
 
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan: 
a. Dana bagi hasil 

1)  Semula Rp.  69.380.623.000,00 

 2)  Bertambah Rp.  18.781.062.925,00 
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp      88.161.685.925,00 

b. Dana alokasi umum  
1)  Semula Rp. 404.287.787.000,00 
2)  Bertambah Rp.                         0,00 

Jumlah dana alokasi umum setelah  
perubahan   Rp    404.287.787.000,00 

c. Dana alokasi khusus  
1)  Semula Rp.   58.845.740.000,00 
2)  Bertambah Rp.   50.000.000.000,00 

 Jumlah dana alokasi khusus setelah   
perubahan  Rp    108.845.740.000,00 

d. Alokasi dana desa  

1)  Semula Rp.                         0,00 
2)  Bertambah Rp.                         0,00 

Jumlah dana desa setelah perubahan  Rp                             0,00 
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(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari: 
a. Hibah  

1)  Semula Rp.    1.500.000.000,00 

2)  Berkurang Rp.    1.500.000.000,00 
Jumlah dana hibah setelah perubahan  Rp                            0,00 

b. Dana darurat 
1)  Semula Rp.                         0,00 
2)  Berkurang Rp.                         0,00 

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp                            0,00 
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainnya  

1)  Semula Rp.    36.619.404.000,00 
2)  Berkurang Rp.    10.026.755.500,00 
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi  

 setelah perubahan  Rp     46.646.159.500,00 
d.  Dana penyesuaian dan otonomikhusus  

1)  Semula Rp.    56.661.876.000,00 

2)  Berkurang Rp.      8.115.015.000,00 
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi  

 khusus setelah perubahan  Rp     48.546.861.000,00 
e.  Bantuan   keuangan  dari  provinsi  atau  pemerintah  Daerah  lainnya 

1)  Semula Rp.    11.950.000.000,00 

2)  Bertambah Rp.    19.421.710.000,00 
Jumlah bantuan   keuangan  dari  provinsi   

atau  pemerintah  Daerah  lainnya setelah 
perubahan  Rp    31.371.710.000,00 

f.  Dana desa 

 1)  Semula Rp.                          0,00 
2)  Bertambah Rp.    16.429.343.000,00 
Jumlah dana desasetelah perubahan Rp    16.429.343.000,00 

  
 

 
Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja tidak langsung 
1)  Semula Rp.  374.325.645.400,00 

2)  Bertambah Rp.    20.641.655.625,00 
Jumlah belanja tidak langsung  
setelah perubahan  Rp    48.546.861.000,00 

b.   Belanja langsung 
1)  Semula Rp.  404.544.659.300,00 

2)  Bertambah Rp.  115.204.806.100,00 
Jumlah belanja langsung  
setelah perubahan  Rp  519.749.465.400,00 
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(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari: 
a. Belanja pegawai  

1) Semula Rp.  304.398.203.400,00 

2) Bertambah Rp.        102.430.100,00 
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp   304.500.633.500,00 

b. Belanja bunga 
1) Semula Rp.                        0,00 
2) Bertambah Rp.                        0,00 

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp                            0,00 
c. Belanja subsidi 

1) Semula Rp.                        0,00 
2) Bertambah Rp.                        0,00 
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp                            0,00 

d. Belanja hibah 
1) Semula Rp.   30.304.227.000,00 
2) Bertambah Rp.     5.575.757.525,00 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp     35.879.984.525,00 
e. Belanja bantuan sosial 

1) Semula Rp.     4.200.000.000,00 
2) Bertambah Rp.        957.250.000,00 
Jumlah belanja bantuan sosial  

setelah perubahan  Rp        5.157.250.000,00 
f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 

Desa 
1) Semula Rp.                         0,00 
2) Bertambah Rp.              0,00 

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp                            0,00 
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa 

1) Semula Rp.  34.423.215.000,00 
2) Bertambah Rp.   14.006.218.000,00 

Jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah perubahan Rp      48.429.433.000,00 

h. Belanja tidak terduga 

1) Semula Rp.    1.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp.                        0,00 

Jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan  Rp        1.000.000.000,00  

 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja: 
a. Belanja pegawai  

1) Semula Rp.   48.985.037.000,00 
2) Bertambah Rp.   14.738.053.000,00 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp      6 3.723.090.000,00 
b. Belanja barang dan jasa 

1) Semula Rp.  165.121.596.300,00 

2) Bertambah Rp.    29.523.640.000,00 
Jumlah belanja pegawai setelah   
perubahan  Rp    194.645.236.300,00 
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c. Belanja modal 

1) Semula Rp.  190.438.026.000,00 
2) Bertambah Rp.    70.943.113.100,00 
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp    261.381.139.100,00 

 
 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan pembiayaan 
1) Semula Rp.    79.067.874.700,00 

2) Bertambah Rp.    27.148.923.500,00 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah   
Perubahan  Rp   106.216.798.200,00 

b. Pengeluaranpembiayaan 
1) Semula Rp.      3.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp.    3.000.000.000,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah   
Perubahan  Rp       6.000.000.000,00 

 
(2) Penerimaanpembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari: 

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya 
1) Semula Rp.  79.067.874.700,00 

2) Bertambah Rp.      27.148.923.500,00 
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya  
Setelah perubahan  Rp    106.216.798.200,00 

b.  Pencairan dana cadangan  
 1) Semula Rp.                           0,00 

2) Bertambah Rp.                           0,00 

Jumlah pencairan dana cadangan   
setelah perubahan  Rp                            0,00 

b. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan  
1) Semula Rp.                           0,00 
2) Bertambah Rp.                           0,00 

Jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah  
yang dipisahkan setelah perubahan  Rp                            0,00 

c. Penerimaan pinjaman Daerah  
1) Semula Rp.                           0,00 
2) Bertambah Rp.                           0,00 

Jumlah penerimaan pinjaman Daerah   
setelah perubahan  Rp                            0,00 

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah 

 1) Semula Rp.                           0,00 
2) Bertambah Rp.                           0,00 

Jumlah penerimaan kembali pemberian  
pinjamaan Daerah setelah perubahan  Rp                            0,00 
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e. Penerimaan piutang Daerah  

 1) Semula Rp.                           0,00 
 2) Bertambah Rp.                           0,00 

Jumlah penerimaan piutang Daerah  

 setelah perubahan  Rp                            0,00 
 

 
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis pembiayaan: 

a. Pembentukan dana cadangan  
1) Semula Rp.                           0,00 

2) Bertambah Rp.                           0,00 
Jumlah pembentukan dana cadangan   
setelah perubahan  Rp                            0,00 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah  
 1) Semula Rp.        3.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp.        3.000.000.000,00 

Jumlah penyertaan modal (investasi)  
Pemerintah Daerah setelah perubahan  Rp        6.000.000.000,00 

c. Pembayaran pokok utang  
1) Semula Rp.                            0,00 
2) Bertambah Rp.                            0,00 

Jumlah pembayaran pokok utang  
setelah perubahan  Rp                            0,00 

d. Pemberian pinjaman Daerah  
1) Semula Rp.                           0,00 
2) Bertambah Rp.                           0,00 

Jumlah pemberian pinjaman Daerah  
setelah perubahan  Rp                            0,00 

    

 
 

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: 

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; 
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV : RekapitulasiPerubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan; 
5. Lampiran V : RekapitulasiPerubahanBelanjaDaerahuntukKeselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
9. Lampiran IX : Daftar  Perkiraan  Penambahan  dan  Pengurangan  Aset Tetap  

Daerah; 
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10. Lampiran X : Daftar Mutasi Aset Lainnya; 

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang 
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Ini; 

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan; dan 
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman/Obligasi Daerah. 

 
 
 

Pasal 6 
 

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan 
dan belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 
 
 
 
 

Pasal 7 

 
Belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam rangka pengeluaran 

untuk keperluan pendanaan darurat dan keperluan mendesak sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya; 
2. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

3. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 
4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 

yang disebabkan oleh keadaan darurat.  
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Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 
 

              Ditetapkan di Koba 

              pada tanggal 28 Juli 2015 
 

              BUPATI BANGKA  TENGAH, 

              Cap/dto  
 

 
              ERZALDI ROSMAN  

Diundangkan di Koba 

pada tanggal 28 Juli 2015 
 

SEKRETARIS  DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
Cap/dto 
 

IBNU SALEH 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 214  
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.4/2015)  
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Evaluasi Gub. Kep. Babel Nomor:188.44/656/DPPKAD/2015, Tanggal 10 Juli 2015 

tentang Perubahan APBD Kab. Bateng TA 2015 


